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PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN INDEKS PERWAKILAN
PADA KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI,

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a.

1

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat
Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik
Rakyat Tiongkok perlu pengaturan lebih lanjut mengenai
tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai,
Republik Rakyat Tiongkok;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Menteri Luar Negeri tentang Susunan Organisasi dan
Indeks Perwakilan pada Konsulat Jenderal Republik
Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok;

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang

Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan
Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal
Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on
Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna
Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition
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of Nationality) Tahun 1961 dan Pengesahan Konvensi
Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol
Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh
Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular
Relations and the Optional Protocol to the Vienna
Convention on Consular Relations concerning Acquisition
of Nationality) Tahun 1963, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali dirubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun
2004;

.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2011 tentang

Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di
Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok;
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